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           The main problem of the research is the level of tax revenue from the acquisition 
of land and building rights that has not been optimal, this is allegedly due to tax 
collection that has not been intensive. The purpose of this study was to determine how 
much influence the intensification of tax collection on the receipt of the tax on the 
acquisition of land and building rights at the Garut Regency Regional Revenue Agency. 
The research method used is a quantitative approach, with techniques: literature study, 
and the distribution of questionnaires to 51 respondents. Sampling of the population 
using purposive sampling techniques. Based on t test, obtained the value of t count > t 
table (13.076 > 2.009), meaning that partially there is a significant influence between 
intensification of tax collection on BPHTB tax revenue, then H0 is rejected. So it can be 
concluded that there was a high influence of intensification of tax collection on BPHTB 
tax revenue at Garut Regency Regional Revenue Agency. 
 
Keywords: Intensification of Tax Collection, Tax Receipts, Fees for the 
Acquisition of Rights to Land and Buildings, Fees for Acquisition of 
Rights to Land and Buildings. 
 
A. PENDAHULUAN  
Keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, 
dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Keuangan 
daerah merupakan faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan 
daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam 
mendapatkan uang maupun membelanjakannya. Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai berdasarkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar 
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Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan 
Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.Dalam rangka memenuhi 
pembiayaan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dapat 
diperoleh dari hasil penerimaan suatu daerah atau dapat pula dari luar daerah. 
Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah adalah berasal dari PAD, Dana 
Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan 
pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini 
berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan 
otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya apabila PAD yang diperoleh oleh 
daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti 
penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal. 
Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah 
yang di dalamnya mengatur 11 (sebelas) jenis pajak, yang meliputi: Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Garut 
yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan 
salah satu bagian dari Pajak Daerah. Seperti yang sudah tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak BPHTB adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 
Sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997) tentang yang semula pajak 
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Daerah. Selanjutnya mulai tahun 2011 pajak BPHTB ini resmi ditetapkan 
menjadi pajak kabupaten atau kota.  
Jenis pajak BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut. Berikut daftar 
target dan realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 
Kabupaten Garut. 
Tabel 1 
Target dan Realisasi Pajak BPHTB Kabupaten Garut 
Tahun Anggaran 2013-2017 
Tahun Target Realisasi Persentase 
2013 8.000.000.000 8.560.099.927 107,00 
2014 7.000.000.000 6.571.450.012 93,88 
2015 9.500.000.000 9.859.700.663 103,79 
2016 10.368.915.508 8.454.564.884 81,54 
2017 23.272.851.184 18.332.919.942 78,77 
Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (2018) 
 
Dari tabel 1 di atas terlihat baik dari segi target dan realisasi penerimaan 
BPHTB dari tahun 2011 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2011, 2012, 
2013, dan 2015 realisasi pendapatan BPHTB berhasil melampaui target. 
Sedangkan pada tahun 2014, 2016, dan 2017 pendapatan BPHTB belum berhasil 
mencapai target yang telah ditentukan. Terutama pada tahun 2017 realisasi 
pendapatannya menurun cukup signifikan. 
Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak BPHTB 
diindikasikan karena banyaknya kebocoran pajak pada sektor jual beli tanah 
dan bangunan. Bahkan tidak jarang juga oleh oknum-oknum tertentu nilai 
transaksinya direkayasa jauh di bawah harga pasaran dan NJOP (Nilai 
Perolehan Objek Pajak) padahal tanah tersebut berada di lokasi yang potensial 
(www.radartasikmalaya.com). Dan juga karena adanya kecenderungan untuk 
tidak mencantumkan harga transaksi yang riil atau sebenarnya, sehingga 
realisasi pajak BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak tidak dapat diprediksi 
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Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan 
BPHTB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang 
realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk 
meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang BPHTB. 
Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi 
penerimaan pajak dari sektor BPHTB di daerahnya. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 
mengadakan intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan kegiatan untuk 
mengoptimalkan penerimaan pajak. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 
SE06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, 
intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 
terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 
administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.  
Dengan intensifikasi, fiskus dapat mencermati apakah waib pajak telah 
melaporkan seluruh objek pajak yang ada sesuai dengan jumlah yang 
sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara 
umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui 
berbagai media. Secara khusus untuk wajjib pajak tertentu, bisa dalam bentuk 
himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apanila 
terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. 
Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan 
penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. 
Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki NPWP. Fungsi dari 
kegiatan intensifikasi pajak daerah adalah sebagai upaya pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan intensifikasi ini dilakukan untuk 
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pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pungutan secara 
proporsional dan professional. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa 
peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau 
sudah berjalan selama ini. 
 
1. Penerimaan Pajak 
Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah 
yang bersumber dari rakyat. Penerimaan pajak akan digunakan untuk 
pengeluaran pemerintah dalam mencapai kemakmuran rakyat. Penerimaan 
negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka 
kemandirian pembiayaan pembangunan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:30). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006, 
penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari 
penerimaan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. 
Tujuan utama dari setiap sistem pajak dan lembaga pelaksanaannya adalah 
menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai komitmen 
pemerintah. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. 
 
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 
(Mardiasmo, 2008). Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 
tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.Hak atas tanah dan 
atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 
bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 
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Yang termasuk ke dalam objek pajak BPHTB adalah (1) pemindahan hak 
karena: Jual beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris, Pemasukan 
dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang 
mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan 
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, 
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, (2) pemindahan hak baru 
karena : kelanjutan pelepasan hak, di luar pelepasan hak. 
Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% 
(lima persen) dengan dasar pengenaan pajak Nilai Perolehan Objek Pajak 
(NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). 
 
C. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan 
pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 
keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2016:37). 
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian korelasional, 
Silalahi (2012:33) menjelaskan bahwa penelitian korelasional atau dapat juga 
disebut kovariasional, mempelajari apakah perubahan nilai dalam variabel ada 
hubungannya dengan perubahan nilai dalam variabel lain. Dan juga ada 
tidaknya hubungan tersebut dhitung berdasarkan koefisien korelasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berumlah 89 
orang di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.Tekni 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 
Nonprobability sampling jenis sampling purposive. Non probability sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 
kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
menjadi sampel. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 
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yang dijadikan sampel adalah pegawai yang terkait langsung dengan 
pelaksanaan kegiatan intensifikasi pemungutan pajak BPHTB, yaitu bidang 
penagihan dan bidang pendataan dan penetapan. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi 
kepustakaan, dan kuesioner atau angket. Teknik pengukuran data dilakukan 
dengan menggunakan pengukuran tipe skala likert. Menurut Ulber Silalahi 
(2012:229), Skala Likertadalah teknikpenskalaan banyak digunakan terutama 
untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang tentang dirinya atau 
kelompoknya orang yang berhubungan dengan suatu hal. Skala ini sering 
disebut sebagai summated scale yang berisi sejumlah pernyataan dengan 
kategori responden. Pertama-tama, ditentukan beberapa alternative kategori 
respons atau satu seri item respons (compiling possible scale items) yang 
mengekspresikan luas jangkauan sikap dari ekstrem positif ke ekstrem 
negatifuntuk direspons oleh responden. 
Skala likert merupakan penelitian yang menggunakan pernyataan 
penilaian untuk mendapatkan gambaran mengenai respon sampel pengaruh 
Intensifikasi Pemungutan Pajak terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.  
Hasil dari pernyataan tersebut kemudian dipresentasikan berdasarkan 
jumlah jawaban, antara lain: 
Tabel 2 










Positif/ menguntungkan 5 4 3 2 1 
Negatif/tidak menguntungkan  1 2 3 4 5 
Sumber: Ulber Silalahi (2012:229) 
 
Dalam pengujian instrumen penelitian, peneliti menggunakan uii 
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linear sederhana, dan untuk pengujian hipotesisnya, peneliti menggunakan uji 
koefisien regresi secara parsial (uji t), uji koefisien korelasi, dan uji koefisien 
determinasi. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 
melakukan fungsi ukurnya. Instrumen penelitian yang valid dapat diartikan 
bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur data itu valid. Valid berarti 
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan uji dua sisi dengan 
taraf signifikansi 0,05. 
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 
1. Jika r hitung > r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 
item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadapskor total 
(dinyatakan valid). 
2. Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 
item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 
(dinyatakan tidak valid). 
Dari hasil analisis didapatkan nilai korelasi antar skor item dengan skor 
total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada 
signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data n=51, maka didapat r tabel 
sebesar 0,266. 
Berikut ini dapat dilihat hasil dari perhitungan validitas untuk 
keseluruhan butir pernyataan, yaitu: 
Tabel 3 
Hasil Perhitungan Validitas 
Variabel Item r Hitung r Tabel Keterangan  




1 0,465 0,266 Valid 
2 0,463 0,266 Valid 
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4 0,674 0,266 Valid 
5 0,620 0,266 Valid 
6 0,462 0,266 Valid 
7 0,509 0,266 Valid 
8 0,802 0,266 Valid 
9 0,785 0,266 Valid 
10 0,601 0,266 Valid 
11 0,814 0,266 Valid 
12 0,613 0,266 Valid 
13 0,755 0,266 Valid 
14 0,580 0,266 Valid 
15 0,753 0,266 Valid 
16 0,770 0,266 Valid 
17 0,812 0,266 Valid 
Penerimaan Pajak 
BPHTB (Y) 
18 0,793 0,266 Valid 
19 0,781 0,266 Valid 
20 0,669 0,266 Valid 
21 0,745 0,266 Valid 
22 0,653 0,266 Valid 
23 0,806 0,266 Valid 
24 0,615 0,266 Valid 
25 0,709 0,266 Valid 
26 0,562 0,266 Valid 
27 0,744 0,266 Valid 
28 0,518 0,266 Valid 
29 0,469 0,266 Valid 
30 0,368 0,266 Valid 
31 0,397 0,266 Valid 
32 0,582 0,266 Valid 
33 0,522 0,266 Valid 
34 0,553 0,266 Valid 
35 0,382 0,266 Valid  
36 0,361 0,266 Valid 
37 0,389 0,266 Valid  
Sumber: Hasil Perhitungan Validitas (2019) 
 
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai korelasi item-item yang nilainya 
lebih dari 0,266 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penelitian 
Intensifikasi Pemungutan Pajak (X), dan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas 
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2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 
alat ukur yang digunakan memiliki keandalan dan tetap konsisten jika pengukuran 
tersebut diulang. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana 
item yang diuji adalah hanya item yang valid. 
Uji reliabilitas dilakukan pada taraf signifikan 0,05, artinya instrumen dapat 
reliabel apabila nilai alpha lebih besar (>) dari r kritis product moment. Maka item-
item angket yang digunakan dapat dinyatakan reliabel atau konsisten. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 22, 
diperoleh hasil reliabilitas sebagai berikut: 
Tabel 4  






Sumber: Output SPSS 22 (2019) 
 
Dari hasil pengolahan SPSS 22, maka diperoleh nilai alpha sebesar 0,956. 
Karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 (0,956 > 0,70), maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel intensifikasi pemungutan pajak dan penerimaan pajak 
BPHTB dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
 
3. Analisis Korelasi 
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 
atau lebih. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu intensifikasi pemungutan 
pajak, sedangkan variabel dependen yaitu penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan 
korelasi product moment Pearson dengan bantuan Software SPSS 22.0 for Windows, 
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Tabel 5 













Sig. (2-tailed)  ,000 
N 51 51 
Penerimaan Pajak BPHTB Pearson 
Correlation 
,882** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 51 51 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Pada tabel 1.6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi intensifikasi 
pemungutan pajak dengan penerimaan pajak BPHTB adalah sebesar 0,882. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 
intensifikasi pemungutan pajak dengan penerimaan pajak BPHTB di Badan 
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. 
 
4. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah 
hubungan antara variabel independen (X) yaitu intensifikasi pemungutan pajak 
terhadap variabel dependen (Y) yaitu penerimaan pajak BPHTB, apakah positif atau 
negatif dan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai 
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan software SPSS 22, 
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Tabel 6 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13,447 5,488  2,450 ,018 
Intensifikasi 
Pemungutan Pajak 
,957 ,073 ,882 13,076 ,000 
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak BPHTB 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan, 
maka dalam penelitian ini didapat model fungsi regresi sebagai berikut : 
Y1  =  a + bx 
 Y1 = 13,447+0,957 
Keterangan: 
Y1  = Penerimaan Pajak BPHTB 
X   = Intensifikasi Pemungutan Pajak 
Pada persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi 
memiliki tanda positif yang berarti semakin baik intensifikasi pemungutan pajak, 
maka tingkat penerimaan pajak BPHTB meningkat, begitupun sebaliknya, apabila 
intensifikasi pemungutan pajak kurang baik maka penerimaan pajak BPHTB akan 
menurun. Dari tabel di atas, didapat informasi bahwa, konstanta (a) sebesar 13,447, 
artinya jika intensifikasi pemungutan pajak nilainya 0, maka penerimaan pajak 
BPHTB nilainya 13,447. Koefisien regresi intensifikasi pemungutan pajak (b) bernilai 
positif, yaitu 0,957, artinya setiap pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak 
bernilai 1, maka penerimaan pajak BPHTB akan meningkat sebesar 0,957. 
 
5. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji parsial atau biasa disebut dengan uji t adalah suatu uji yang dilakukan 
untuk mengetahui apakah intensifikasi pemungutan pajak berpengaruh signifikan 
atau tidak terhadap tingkat penerimaan pajak BPHTB. Pengujian ini menggunakan 
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Dalam penelitian ini, terdapat hipotesis sebagai berikut : 
Ho = Tidak terdapat pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan 
pajak BPHTB di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. 
Ha = Terdapat pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan 
pajak BPHTB di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. 
Berikut ini hasil pengolahan uji t dengan menggunakan program SPSS22: 
Tabel 7 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13,447 5,488  2,450 ,018 
Intensifikasi 
Pemungutan Pajak 
,957 ,073 ,882 13,076 ,000 
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak BPHTB 
 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Program SPSS 22 diatas,dapat 
dilihat nilai t hitung 13,076 dan nilai signifikansi 0,000. Selanjutnya dapat dilihat t 
tabel pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025, dengan derajat kebebasan 
df (n-2) / (51-2 = 49), maka diperoleh t tabel untuk t tabel sebesar 2,009. Oleh karena 
nilai t hitung > t tabel (13,076 > 2,009) maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara intensifikasi 
pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB di Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) Kabupaten Garut. 
 
6. Analisis Koefisien Determinasi 
Analisis koefisien determinasi adalah untuk menunjukkan seberapa persen 
besarnya pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Garut. Koefisien determinasi diolah dengan menggunakan program 
SPSS 22 sebagai berikut: 
 ARTIKEL 
 




Analisis Koefisien Determinasi 
 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,777 
atau (77,7%), yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel intensifikasi 
pemungutan pajak terhadap variabel penerimaan pajak BPHTB sebesar 77,7%. 
Sedangkan sisanya sebesar 22,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak diteliti oleh peneliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi 
pengaruh yang tinggi dari intensifikasi pemungutan pajak terhadap tingkat 
penerimaan pajak BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. 
 
E. KESIMPULAN  
Intensifikasi pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Mengingkat keterbatasan penelitian ini, 
maka peneliti menyarankan kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat 
menambah variabel lain dan mengadakan penelitian yang lebih mendalam 
mengenai pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan 
pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan fenomena yang 
ada guna menghasilkan penelitian baru dengan hasil yang baru serta lebih 
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